
BUPATI LEBONG 
PROVINSIBENOKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 7'..s-TAHUN 2015 

TENTANG 
SISTEM AKUTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAIUT UMUM DAERAH LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TURAl'I YANG MAHA ESA 

BUPATI LBONG 

bahwa dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum 
Daerah Lebong sebagai Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) dengan status bertahap dan untuk 
melaksanakan keten tuan pasal 116 ayat (4) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Penge!olaan 
Keuangan Badan !ayanan Umum Daerah, perl'll 
membentuk Peraturan Bupati tcn tang Sistem 
Akutansi Keuan.gan Badan Layanan Umum Daerah 
RSUD Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tcntang 
Pembentukan P:rovinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tenta.ng 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahu.n 2003 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4349); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah'lln 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemcriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



6. Unda.ng-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Lentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik lndones'ia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indnesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4502, Sebagaiman tclah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomot 74 
Nomor 2012 ten tang Pcngelolaan Keuangan Bad an 
Layanan Umum (Lembaran Negara Repu.blik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor I 71 Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik lndone·sia 
Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kincrja lnstansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 35, 1'ambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Peogendalian intern Pemerintah 
(Lembaran Ne_gara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4890); 

13. Peraturan Pemerintah Namor '71 1'ahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 0 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 



Menetapkan 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
76/PMK.05/ 2008- tentang Pedoman Akutansi dan 
Pelaporan Keuangan Sadan Layanan Umum. 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaim ana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor 21 tahun 
2011; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Urnum Daerah 
Kabupaten Le bong Tahun 2015; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Le bong Nomor 8 
Tahun 2014 ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APSD) Kabupaten Lebong Tahun 
2015; 

18. Peraturan Supati Lebong Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Selanja Daerah (APSD) Kabupaten Lebong Tahun 
Anggaran ~015; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSJ 
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD 
LEBONG. 

SABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati iru yang dimaksud dengan : 
l. Pel!lei'intab Daerah ada.lah Pemerintab Kabupaten 

Lebong. 

2. Bupati adalah Supati Lebong. 

3. Rumah Sakit Urnum Daerah yang selanjutnya 
disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Lebong yang 
ditctapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. 

4. Direktur RSUD adalah direl<tur RSUD Kabupaten 
Lebong 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang sclanjutnya 
disingkat SLUD adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di Lingkungan pemerintab daerah yang 
menernpkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah dan dibentuk untul< 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanp.a 
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalarn 
melakukan kegitannya didasarkan pada prinsip 
elisiensi dan produktivitas. 



6. AkutanSi adalab proses Penca<atan, Pengukuran, 
Pengklasifikasian Pengikhtisaran Transa.ksi dan 
Kejadian Keuang:an, Penginterprekasian atas hasilnya. 
serta Penyajian laporan. 

7. Sistem Akutansi Pemerint.ah adalah rangkayan 
sistematik dari perosedur manual maupun yang 
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan da·ta, 
pencatatan, pen gikhtisaran dan pelaporan posisi 
keuangan dan opcrasi keuangan pemerintah. 

8. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya 
dis ingkat SAK adalah prinsip Akuntansi yang 
ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia 
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
suatu entitas usaba. 

9 . Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah, yang selanjutnya disingakat SAKBLUD, 
adalah serangkaian prosedur m ulai dari proses 
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisar:an 
Sl!mp.ai d~ng"" pclaporan posisi keuangan dan 
operasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

10. Siklus Akunta:nsi adalah proses akuntansi/ 
pembukuan mulai dari terjadinya transaksi sampai 
dengan terbitnya laporan keuangan. 

11. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung 
jawaban 81-UD berupa Laporan Realisas i 
Anggaran/Laporan Operasional, Nera.ca, l,aporan Arus 
Kas, dan cata tan atas laporan keuangan. 

12. Neraca adalah !o.poran yang menyajikan informasi 
posisi keuangan B1-UD yaitu aset, u tang dan ekuitas 
dana pada tanggal tertentu, 

13. Laporan Realisasi Aoggaran adalah laporan yang 
menyaj ikan infor masi realisasi pendapatan, belanja, 
transfer, surplus/defisit dan pcmbiayaan, sisa 
lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing
masing d iperbandingkan dengan anggaran dalam 
suatu periode. 

14. Laporan prasiooia adalah la poran yang menyajikan 
informasi relisasi pendapatan dan beban selama 
periode ter ten tu. 

15. Laporan Arus Kas adalah yang menyajikan informasi 
arus masuk kas dan keluar kas selama periode 
tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 
operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. 



16. Catatan atau Laporan Keuangan adalah laporan yang 
menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar 
terinci atau analisis atas nilai sua.tu pos yang 
disajikan dalam laporan realisasi anggaran, nerac", 
dan la poran Arus Kas dalam rangka pengungkapan 
yang memadai. 

17. Kode Akun adalab Daftar perkiraan buku besar yang 
d itetapkan dan disusun secara sistemalis untuk 
memudahkan pereneanaan dan pelal<sanaan 
anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan 
pemerintah. 

18. Bagan akun standar adalah daftar perkira;,n bulru 
besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis 
untuk memudahl<an perc::ncanaan dan pelaksanaan 
anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan 
pemerintah. 

19. Prosedur akutansi adalah prosedur yan.g digunakan 
untuk menganaliisis, mencatat, mengklasifikasi, dan 
mengikhtisarkl'-11 inforroasi u ntuk disajikan dilaporao 
keuangan, juga mengacu pada siklus akutansi. 

20. Sistem pengendaJian intern adalab proses yang integal 
pada tindakan dan kegiatan yang dilalrukan secara 
terus menerus oleh pimpina:n dan seluruh pegawai 
untuk memberikan keyakj nan meroadai atas 
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 
efektif dan efisien, keandala:n pelapora:n keuangan, 
pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. 

2 l. Basis akrual adalah basis akutansi yang mengakui 
pcngaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 
transaksi dan peristiwa itu terjaili, tan pa 
memperhatikan kas atau setara kas diterima atau 
dibayar . 

22. Laporan kcuangan konsolidasi adalah suatu lapor.an 
keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan 
laporan keuangan e ntitas akutansi scbingga tersa_ji 
sebagai satu entitas pelaporan. 

23. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD 
yang ber tugas. melakukan pengawasan dan 
pengcndalian internal dalam rangka mcmbantu 
pimpinan BLUD untuk meningkatkan kine·rja 
pelayanan, keuangan dan lingkungan sosial 
sekitamya (social responsibility) dalam 
menyclenggarakan bisnis sehat. 

24. Audit adalah Pr,oses sistematis yang ililakukan oleh 
orang yang kompcten dan lndependen dengan 
mengumpulkan dan mengevaluasi baban bukti d an 
bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran 
Japoran keuangan tersebut. 



BABD 
TU.JUAN 

Pa.sal 2 

Tujuan penyelenggaraan sistem Akutan si Keuangan BLUD untuk 
mewujudkan pengelolaan anggaran secal<l akurat, tepat waktu sesuai SAK 
dan peraturan perundang-undangan. 

BABW 

SISTEM AKUTANSI KEUANGAN RSUD 

Pasal3 

l. RSUD menyelenggarakan Sistem Akutansi Keuangan Sadan Layanan 
Umum Daerah (SAKBLUD) sesuai standar akutansi keuangan yang 
ditertibka.n oleh asosiasi profesi akuta.nsi Indonesia. 

2. Penyelenggaraan sistem akutansi dan laporan kcuangan sebagaim ana 
dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akru.al bail< dal8.I!\ 
pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana. 

3. SAKBLUO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan s.ecan 
komputerisasi. 

Pasal 4 

I. Setiap Transaksi keuangan RSU D harus diakutasikan dan dokumen 
pendukungnya dikelola secara tertib. 

2. Dalam haJ RSUD menyelenggarkan Unit Bisnis sendiri yang 
mendukung pelayanan, maka RSUD wajib menyelenggarakan sistem 
akutan si Unit Bisnis yang terintegrasi dengan sistem akutansi RSUD. 

Pasal 5 

1. SAKBLUD RSUD memuat : 

a. Sistem akutansi Keuangan, yang menghasilkan Akuntabilitas, 
manajemen dan tranparansi; 

b. Sistem akutansi Aset Tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap 
untuk keperluan aset tetap; dan 

c. Sistem Akutansi Biaya, yang menghasilkan informasi biaya 
sat\lan (unit cost) per unit layanan, pertanggungiawaban kinerja 
ataupun informasi lain untuk kepentingan manajcrial; 

2. SAKBLUD dapat mengembangkan s istem akutansi lain yang berguna 
u ntuk kepentingan manajerial selain sistem akutansi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 



3. SAKBLUD RSUD memilild karakteristlk antara lain sebagai beril.wt: 

a. Basis akutansi yang digunakan pengclolaan RSUD adalah basis 
akrual; 

b. Sistem akutansi diJaksanakan dengan sistem pembukuan 
berpasangan; dan 

c. Sistem akutansi RSUD disusun dengan berpedoman pada prinsip 
pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat. 

Pasal 6 

I. SAK mencakup kebijakan akuntansi, proscdur akutasi, dan bagan 
akun standar. 

2 . SAK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit menc akup 
kebijakan akutansi, proscdur akutansi, subsistem akutansi, dan 
bagan akun standar. 

Pa~7 

1. Kebijakan nkutansi sebagaimnnn dimaksud do.lam Pasal 6 meliputi 
pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengu.ngl<apan 
aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya 

2 . Kebijakan akuta.nsi sebagaimana dimaksud pada ayat \I) disusun dan 
ditetapkan oleb Direktur RSUO dengan mempertimbangkan : 

a. Penyajian wajar i 
b. Substa.nsi mengungguli bentuk; dan 
c. Meterialitas. 

Pasal 8 

1. Prosedur akuta.nsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Meliputi : 
a. Prosedur akuta.nsi penerimaan kas; 
b. Prosedur akutansi pengeluaran kas;dan 
c. Prosedur akutansi selain kas. 

:2. Prosedur akutansi pencrimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a m eliputi serangkaian proses mulai dari pencacatan, 
pengikhtisaran, sampai dcngan pclaporan keuangan yang berkaitan 
dengan penerimaan kas dalam ra.ngka pertanggungjawaba.n pelaksanaan 
pengelolaan keuangan RSUD yang dilakuka.n dengan menggunakan 
aplikasi komputer . 

.3. Prosedur akutansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b melipu ti sera.ngkaian proses mulai dari pencacatan, 
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan 
denga.n pengeluara.n kas dalam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan pengelolaan keuanga.n yang dilakukan dengan 
menggunakan aplikasi komputer. 



(. 

4. Prosedur akutansi selain kas sebagaimana dima ksud pada aya t (IJ 
huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari penca.catan, 
pcngikhtisaran, sampai dcngan. pelaporan kcuangan yang bcrkaitan 
dcngan semua, transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan 
dengan menggunakan aplikasi kompucer. 

5. Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan atau kejadian 
dalam prosedur akutansi sebagaimana dimaksud pada ayat {I) 

mencakup: 
a. J uma.l penerimaan kas; 
b. Jurna.l pengeluaran kas; 
c . Buku jurnal umum; dan 
d. Buku besar/ buku pembantu. 

Pasal 9 

1. Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku bcsar yang 
ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaa anggaran, s~rt.> iikutansi dan 
pelaporan keuangan. 

2. Kode ala.m sebagamana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kode 
akun neraca dan kode akuo laporan operasional. 

3 . Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melipllli kode 
akun aset, kode akun kewajiban, dan kode alrun ekuitas. 

4. Kode akun laporan operasionail sebagaimana di.maksud pada ayat (2) 
meliputi kode akun pendapatan dan kode akuo be ban/ biaya. 

Pasal 10 

Periode akutansi RSUD dalam m asa 1 (satu} tahun, mulai dari tanggaJ I 
,Januari sampai dengan tanggal 3 1 Desember. 

BAB IV 

LAPORA.ff KEUANGAN RSUD 

Pasal 11 

1. RSUD menyusun laporan keuangan berdasatkan SAK dan SAP. 

2. Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLUD 
dikondisikan dalam laporan sebagaimana dlrnaksud pada ayat (1). 

3. Laporan keuangan berdasarkan SAK meliputi : 
a. Neraca; 
b. Laporan opcrasiooa.l; 
c. Laporan arus kas; dan 
d. Catatan atas laporan keuangan 



4. Lapor.1n keuangan berdasarkrun SAP meliputi : 
a. Neraca; 
b. Laporan rcalisasi anggaran; 
c . La po ran arus kas; dan 
d. Catatan atas laporan keuangan 

P'asal 12 

1. Laporan keuangan SAK dan SAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
l l ayal (3) dan ayat (4) disam paikan secara berjenjang kepada Bupati 
setiap triwulan, semester dan tahunan dan merupakan bagian. yang 
tidak terpisahkan dari laporan Keuangan Pemerintah Oaerah. 

2. Laporan keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari laporan 
realisasi a nggaran, laporan operasional, neraca dan laporan arus kas 
dan catatan atas laporan keua.ngan disertai laporan kinerja keuangan. 

BABV 

PEMERIKSAAN INTERNAL DAN AUDIT 

Pasal 13 

1. Laporan keunngan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
sebelum diserahkan kepada enlitas pelaporan direview oleh Saluan 
Pengawas Internal. 

2. Satuan Pengawas Internal dibentuk oleh Direktur RSUD dengan 
anggota sekurang•kurangnya 3 (tiga) orang yang memiliki 
pengetahuan dan kemampuan sebagai auditor. 

3. Dalam hal tidal< terdapat Satuan Pengawas Internal, permintaan 
dilakukan oleh Jnspektorat !Cabupaten. 

Pasal 14 

Laporan Keuangan tahunan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 diaudit ckstcrnal. 

BABVI 

PEMB!NAAN DAN PENOAWASAN 

Pasal 15 

1. Pembinaan teknis RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris 
Oaerah. 

2. Pembinaan t.eknis unil RSUD dilakukan oleh Direktur RSUD 

3. Pcmbinaan keuangan dilalcu.kan oleh pejabat Pcngelola Keuangan 
Daerah (PPKD) . 
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Pasal 16 

l . Pengawasan teknis RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekrewls 
Daerah. 

2. Pcngawasan operasional RSUD dilakukan o leb Satuan Pengawa s 
Internal. 

BAB VU 

PENUTUP 

Pasa.l 17 

HaJ-hal yang belum diatur d.aJam peraturan ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanj ut oleh Direktur RSUD. 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati in i dengan penempatannya daJam Berita Daera.h Kabupatcn 
Lebong. 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggaJ 8 .Se.f'e<.mbu- 2015 

MIRW~EFFENDI 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 8 .Se.~t.vn l>er 2015 

ft; Pih BUP,y,_1-""'•D 

PEMERINTAH K45UPA1tN LEBONG 
BAG!~S Hij~UY ~\~ r,~iJA ~t~A DAE RA~ 

ftN:1.AAH PRODUK HUKUM 
u--1r1RUPATHl lE30NG 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR. .. 1/J:' .. 


